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Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 085/APJI-Ketum/Pajak/N\II1-10/2007

tanggal 21 Agustus 2007 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa:

d.

b.

APJII adalah asosiasi nirlaba yang beranggotakan perusahaan Penyelenggara Jasa
Iinternat (PJ1);

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-TO/PJ/2007 tanggal 3 April
2007, jasa intermet tidak termasuk dalam daftar sehingga bukan merupakan cbjek PPh
Fasal 23;

APJII mendapat laporan dari anggota bahwa sebagian pelanggan PJl masih tetap
memotong PPh Pasal 23 dengan alasan mereka masih ragu dan bahkan sebagian
mengatakan bahwa fiskus mereka menyarankan untuk letap memotong;

Berkenaan dengan hal tersebut Saudara mohan surat penegasan dari Direktur Jenderal
Pajak yang dapat menguatkan bahwa jasa internet adalah bukan merupakan objek PPh
Pasal 23 sejak dikeluarkannya PER-TO/PJ/2007 tanggal @ April 2007

2. Ketentuan yang terkait :
a. Pasal 23 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan sebagaimana telah diubah tergkhir dengan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2000, antara lain diatur bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan

nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah,

Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau

perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau

bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15%

{lima belas persen) dari perkiraan penghasiian neto afas |

1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,

2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa
konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

--------------



b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ./2007 tanggal @ April 2007 tentang
Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomar 17
Tahun 2000, antara lain mengatur bahwa :

1) Pasal 1 ayat (1), atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta serta imbalan jasa yang dibayarkan oleh badan pemerintah,
Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan. bentuk usaha tetap,
atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya atau oleh orang pribadi yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak kepada Wijib Pajak
dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan sebesar 18%
(lima belas persen) dan perkiraan penghasilan neto oleh pihak yang wajib
membayar,

2) Pasal 1 ayat (2), imbalan jasa yang atas pembayarannya dipotong Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah imbalan jasa teknik, jasa
manajemen, jasa konstruksi. jasa konsuitansi dan jasa-jasa sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, kecuall jasa yang telah
dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21;

3} Pasal 3, besarnya Perkiraan Penghasilan Meto atas penghasilan sewa dan
penghasilan fain sehubungan dengan penggunaan harta adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut;

4) Pasal 4, besarnya Perkiraan Penghasilan Neto atas imbalan jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ||
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut.

3, Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini ditegaskan bahwa sesuai dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 jasa internet tidak tercantum sebagai jenis
jasa yang atas penghasilannya dipotong Pajak Penghasiian Pasal 23, Oleh karena itu atas
penghasilan dari jasa tersebut tidak dipotong PPh Pasal 23 sepanjang lidak terdapat unsur
sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebagaimana dimaksud
datam butir 2 huruf b angka 3) atau imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam butir 2
huruf b angka 4) di atas.

Demikian untuk dimaklumi,

Tembusan : _
Direktur Jenderal Pajak
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